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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai gejala sosial yang terdapat di dataasyarakat
bertujuan untuk mengusahakan adanya keseimbanggalasenacam
kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat.n§gai timbulnya
kekacauaan didalam masyarakat dapat dihifddengan demikian,
munculnya hukum tersebut tidak lepas dari kebutulmaasyarakat.
Sebagaimana maksud pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yaagjelaskan
bahwa Indonesia adalah negara hulurBehingga segala aktivitas
masyarakat harus berdasarkan hukum yang berlakmdabsyarakat.

Hukum lahir berdasarkan hak dan kewajiban yang lgimsetiap
individu. Antara individu satu dengan lainnya memai hak yang sama-
sama harus di tegakkan, 1. Hak hidup, 2. Hak uhtdkp tanpa adanya
rasa takut untuk dibunuh atau dilukai, 3. Hak kelsan, 4. Hak bebas
untuk memilih agama, dan informasi, 5. Hak pemilik&. Hak untuk
memilih sesuatu. Dari semua itu yang palingen adalah hak untuk
hidup?

Hak untuk hidup merupakan hak dasar, dan harusnalp oleh

setiap individu. Atas dasar tersebut manusia hareisghargai satu sama
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lain sebagai aplikasi dari sila ke-2 Pancasila yaerdpunyi “Kemanusiaan
yang adil dan beradab”. Sila tersebut juga dapatjadeukuran mengenai
mutu seseorang dalam hormat-menghormati terhadapusiaa lain,

mengakui kedudukan manusia yang sama, tidak meakpddn manusia
sebagai objek perencanaan, tidak mengorbankan pidag satu demi
keuntungan pihak yang lain dan tidak membeli kewmraj dengan
menyengsarakan orang latn.

Pengejawantahan dari sila di atas sesuai dengdu/aR surat At-
Taubah ayat 71 yang menyerukan kepada manusia toituig-menolong

sebagai wujud dari keimanan,

¢S ORCGR AR+ <CONWwa 90
JEEVN2> B DD 26 OO A e COM@a o0
g FAR=D> ¢ NP ¥ JOIRICTZdm [m [AR)
Qo ORODAON We 6" NI MOV O 0360
PO ECCOM e F &ITORK ¢4 0 GCeed

RO0gOmEO D wa S >MACODEDRG &0
BO0OX GO0 wa 3 2MAD <2+ KO0
A ForSe P L YOrTNeX m

AN &R & # 0@ ML AOR+ DRG0S0
OQ N +S63 RECVEPXIOAOFORIR
&IV P BHOKNERO OB DR A Lo
Artinya:
“‘Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bdgglsagian
yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang rha'ru
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mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang,
menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dasuRdya.
mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; SesungmahAllah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

Kata kunci dari ayat di atas adalah “menjadi pemglbagi sebagian
yang lain”. M. Quraish Sihab dalam tafsirnya mentkan bahwa tolong
menolong yang dimaksud adalah dalam segala habketalam hal yang
batil. Tolong menolong adalah cermin dari kesemaamnnsetiap mukmin,
karena sifat tersebut timbul dari hati yang tulBsrbeda dengan kaum
munafik yang mengharapkan sesuatu dari apa yamaguitiln. Dengan
kata lain, sikap tolong-menolong merupakan nilaingsaharus di
formalkan®

Mengenai tolong-menolong, terlebih terhadap orammgy dalam
keadaan kesusahan merupakan kewajiban orang yamgdnsaksi, atau
orang yang pertama melihat kejadian tersebut. Méengaksi sebuah
kejadiaan yang di dalamnya terdapat korban, salsniliki kewajiban
untuk memberi pertolongan pertama, hal tersebuttujp@n untuk
menyelamatkan nyawa. Menjadi seorang Pelaku Pagalo Pertama

bukanlah hal yang mudah, selain harus memiliki peigian dan

ketrampilan dalam memberikan Pertolongan Pertammadap korban, si

® Departemen Agama Republik IndonegiaQur'an dan Terjemahnyalakarta: Dept.
Agama RI 1984 him. 291
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pelaku juga harus mengetahui dasar hukum yang didajadasan dalam
melakukan tindakan pertolongan.

Apabila saksi melihat adanya korban yang perlulalitp, dan saksi
tidak menolong, sedangkan dia mampu untuk menolaign
mendapatkan ancaman pidana apabila orang yang gieslang tersebut
meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan Kitalang-undang hukum
pidana (KUHP) pasal 531 yang berbunyi:

Barang siapa menyaksikan seseorang dalam bahayia tidak
memberi pertolongan yang dapat diberikan padanyaataelayaknya
menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang laignchm, jika
kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan galama tiga
bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah

Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa oramptiglak memberi

pertolongan kepada orang yang dalam bahaya mautipai@n bentuk

kejahatan. Pertolongan dalam pasal 531 tersethdtéer bagi orang yang
mampu, dan apabila melakukan pertolongan tidalkdetal yang akan
membahayakan jiwanya.

Berdasarkan kepada sumbernya, hukum yang dipakhirda ini ada
dua macam. Pertama, hukum sekuler, atau hukum gentata-mata
bersumber dari hasil pemikiran manusia sebagaiadkilari kebutuhan

akan ketentraman, keamanan yang merupakan hak dasauUniversal

hak-hak asasi manusia. Kedua: hukum agama yang esopab

" http://pertolonganpertama-pertolonganpertama. ploigsom
¥ Moeljatno, KUHP Kitab Undang-undag Hukum PidanZakarta: PT Bumi Aksara,
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berdasarkan wahyu, yang mana diinterprestasikan oégar manusia.
Hukum pidana islam merupakan hukum publik yangkdganakan oleh
Ulil amri.

Dengan demikian hukum pidana Islam bukan hukum yang
dilaksanakan oleh perseorangan, melainkan diatardilaksanakan oleh

ulil amri selaku wakil dari seluruh rakydtSebagaimana ayat ke-48 surat
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Artinya:

‘Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebeluiaiya,
Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batyiaru
terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskahlgerkara
mereka menurut apa yang Allah turunkan dan jangarkamu
mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkarnkehn
yang telah datang kepadarmu

9 Muhammad Amin SumaRidana Islam di Indonesia dan Tantangaigkarta:
Pustaka Firdaus, 2001, him. 7

1% Ahmad Wardi MuslichPengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, him. 3
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Ayat di atas menegaskan bahwadlil amri memiliki tugas untuk
melaksanakan dan menerapkan hukum syari'ah yarigntaskan Al-
quran.

Dengan demikian kejahatan maupun pelanggaran ddjzaasi
dengan baik. Adapun Kejahatan dalam Islam merupdikaiakan aktif
maupun pasif yang dilarang oleh Allah SWT, yang umé&nnya telah
disyari’atkan oleh Allah pula. Sehingga apabila adatu perbuatan aktif
maupun pasif yang tidak dilarang oleh Allah, atalak merujuk pada
terjadinya hukuman, tidak dapat dianggap sebagah&&an'

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk yang berakiak
menghendaki adanya kejahatan. Kemudian kejahatang ytelah
dilakukannya hanya dapat diperbaiki melalui hukurdfaRerihal fungsi
hukuman dalam islam adalah untuk menyelamatkan-mil@ moral
manusia sebagai makhluk yang berketuhdfdirman Allah dalam surat
Al-Bagarah ayat 179, sebagai berikut:
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Artinya: “Dan dalam qgishaash itu ada (jaminan kgkungan) hidup

bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu
bertakwa’™

2 Topo SantosoMembumikan Hukum Pidana Islam, Penegakan SyaraarD
Wacana Dan Agenddakarta: Gema Insani, 2003, him. 20.
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Islam telah mengatur mengenai sanksi bagi sesegearggmelakukan
kejahatan, yakni berupa hukumaad, Qishas-diyatdan ta’'zir. Begitu
pula seseorang yang melakukan pelanggaran pasad&34t diancam
dengan tiga hukuman terseBfit.

Dari pemaparan di atas, penulis akan membahas dmganalisis
yang dituangkan dalam skripsi yang berjud®ERSPEKTIF HUKUM
ISLAM TERHADAP PASAL 531 KUHP TENTANG TIDAK
MEMBERI PERTOLONGAN KEPADA  ORANG YANG

MENGHADAPI BAHAYA MAUT

B. Rumusan Masalah
Dari pemaparan di atas maka rumusan masalah panetit sebagai
berikut:

1. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasal KBHP
Tentang Tidak Memberi Pertolongan Kepada Orang Yegghadapi
Bahaya Maut?

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pasal 33HRK tentang
sanksi terhadap seseorang yang tidak memberi pegah kepada

orang yang sedang menghadapi bahaya maut?

C. Tujuan dan Manfaat Hasll PenelitianTinjauan Pustaka

18 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, JakaBmar Grafika, cet. Ke-2,
2005, him. X



Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan di atgisan yang

ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadaal 31
KUHP.

2. Untuk menjelaskan bagaimana sanksi hukum bagi oyeamy
Tidak Membri Pertolongan Kepada Orang Yang Mengpiada
Maut orang yang perlu ditolong sehingga mengakdatk
kematian sesuai hukum pidana positif pasal 531 KUHP

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermatfantara lain:

1. Agar memberikan sumbangan bagi pengembaridasanah
dan kepustakaan Islam pada umumnya, dan untuk téakul
Syari'ah pada khususnya.

2. Agar dapat mengetahui tinjauan terhadap sanksidesgorang
yang Tidak Memberi Pertolongan Kepada Orang Yang
Menghadapi Maut sehingga mangakibatkan kematiamurge

pasal 531 KUHP, dafigh jinayah(hukum pidana Islam).

D. Tinjauan pustaka
Skripsi yang membahas tentang Tidak Membri PergdanKepada
Orang Yang Menghadapi Maut yang mengakibatkan korbaninggal
sangatlah sedikit. Skripsi Ismail Fahmi mahasisakuRas Syari’ah IAIN
Walisongo Semarang yang berjudlinjauan Hukum Islam Mengenai

Sanksi Hukum Karena Kelalaian Dalam Berkendara MotSkripsi



tersebut membahas tentang kelalaian sebagaimang gda dalam Pasal
210 UU No. 22 Tahun 2009, yang ditinjau dengan hukislam.
Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah pelaku ktidderniat
melakukannya, sehingga dimasukkan dalam perbuatieak tsengaja.
Hukuman yang diterima pelaku adaldlyat Akan tetapi dalam skripsi
tersebut tidak terdapat pembahasan bagi saksiaatmg yang melihat
kejadian dan tidak melakukan pertolongan kepadaakor

Skripsi Ahmad Miftahul farid mahasiswa fakultas $gd dengan
judul Tabrak Lari Dalam UU no. 22 Tahun 2009 Tentang Laltas Dan
Angkutan Jalan Dalam Perspektif Hukum Pidana Isldalam skripsi
tersebut Ahmad Miftahul Farid membahas tentangatadari sesuai
dengan UU no 22 tahun 2009 tentang tabrak lariini@san dari sekripsi
tersebut pelaku tabrak lari dapat digolongkan ddtategori semi sengaja,
Karena ada faktof kelalaian dan penelantaran korBatekunya dijerat
dengandiyat dan takzir.Dalam skripsi ini hanya dibahas penelantaran
yang dilakukan oleh pelaku tabrak lari, bukan sgksig melihat kejadian.

Skripsi Abdul Gapar mahasiswa UIN Sunan Kalijagangan judul
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana PemhanuKarena
Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHPDalam skripsi tersebut hanya
membahas orang yang melakukan perbuatan ketidajajsem sehingga
mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, tidak bedms tentang

tentang keaalpaan yang dilakukanoleh saksi.



Buku berjudul Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih
Jinayah Ahmad Wardi Muslich. Buku tersebut menjelaskan aegt
jarimah ditinjau dari cara melakukannya, dimana dara melakukannya
jarimah dapat dibedakan menjadi dua bagian, yatimph positif, da
jarimah negatif. Jarimah positif merupakan jarinyamg terjadi karena
melakukan jarimah. Sedangkan jarimah negatif adal&inah yang terjadi
karena meninggalkan perbuatan yang diperintahlkaaimah negatif dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu jarimah yang tidak imbenlkan jarimah

positif, dan jarimah negatif yang menimbulkan jaahrpositif.

E. Metodologi Penedlitian
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dita-data yang
mendukung, maka diperlukan metode yang digunakkmdpenelitian ini
yaitu :
1. Jenis Penelitian
Guna memperoleh data yang diperlukan baik berupatdaritis
maupun data yang konkrit, penulis menggunakan bbhhan
Library research (Penelitian pustakd) yakni melakukan Kkajian
terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian inisiter kualitatif,
yaitu jenis penelitian yang temuannya tidak dipsmolmelalui

prosedur statistik atau bentuk hitund&nMetode kualitatif dapat

7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukupdakarta: Sinar Grafika, 2009, him.105.

'8 Anselm Strauss dan Juliet Corbiasar-dasar Penelitian Kualitatif, tatalangkah
dan teknik-teknik teoritisasi datgerj. Muhammad Shodiq dan Imam Muttagien, Yogytka
Pustaka Pelajar, 2003, h. 4.
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digunakan untuk menggunakan dan memahami sesuddalikdi
fenomena yang sedikit pun belum diketahti. Penelitian ini
dilakukan dengan mengkaji teks atau sumber terselerti buku, dan
skripsi.
Sumber Data
Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, npakaulis
mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi jdoes sumber
data. Yaitu:
a. Sumber data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dar
sumbernya, baik wawancara, observasi maupun lapdatam
bentuk dokumentan tidak resmi yang kemudian diobddh
peneliti?® Adapun sumber data primer dalam penelitian inlada
pasal 531 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH#®eka
penjelasannya dan dokumen lainnya yang terkait ateng
permasalahan dalam skripsi ini.
b. Sumber data sekunder
Yakni semua publikasi tentang hukum yang merupakan
dokumentasi yang tidak resmi. Publikasi tersebutrupekan

petunjuk atau penjelasan mengenai sumber hukumepratau

19 H
Ibid., h. 5.
27ainudin Ali, Metode Penelitian Hukundakarta: Sinar Grafika, 2009, him. 175
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sumber hukum sekunder yang berasal dari kamusklepsdia,
jurnal, surat kabar, dan sebagaifya.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penulisan skripsi ini, pengumpulan data dikaa dengan
menggunakan metode:

1) Studi kepustakaan, yaitu mendapatkan data melah&ar-bahan
kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan
mempelajari peraturan perundang-undangan, teaii-tatau
tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku diter, catatan
kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilnyahg
mempunyai hubungan dengan permasalahan yang digfigka

2) Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang atimgrang-
barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dektasi,
peneliti menyelidiki benda-benda tertulis sepertikiz-buku,
majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulentragsatan
harian, dan sebagainfaDalam hal ini dokumen atau arsip yang
digunakan seperti data yang terkait dengan peratzealdalam
skripsi ini.

4. Analisis Data
Adapun untuk menganalisis data, penulis menggunakan

Deskriptif Normatif,karena sebagian sumber data dari penelitian ini

2 Ibid, him.54

*’Sperjono  SoekantoPengantar Peneliian HukumJakarta: Penerbit Universitas
Indonesia,1986, him.21

2 Suharsimi ArikuntoProsedurPenelitian Suatu Pendekatan Praktilgkarta: PT.
Rineka Cipta, 2006, him.158
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berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka ligeialam
menganalisis menggunakan teknik analisis dokumemg ysering
disebutContent AnalisydDisamping itu data yang dipakai adalah data
yang bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peaatyperundang-
undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukumg yaenjadi
objek penelitiarf* dan analisis data yang dipergunakan dengan

pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sketander.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan memberikan gambaran yangh lgblas
mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penudiggpsi ini, yaitu
menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengatersiatika sebagai
berikut.

BAB | : Berisi pendahuluan meliputi: latar belakangasalah, rumusan
masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, uarapustaka,
metodologi penelitian, dan sistematika penulisarab Bini
menggambarkan isi penulisan dan latar belakang, dan
merupakan pedoman bagi bab-bab selanjutnya.

BAB 1l : Bab ini berisi mengenai Ketentuan Umum Taerg Jarimah,

meliputi: Pengertian Jarimah, Unsur-Unsur Jarimislacam-

24 Zainudin Aliop.cit him.105-106
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BAB Il

BAB IV

BAB V

Macam Jarimah, Jarimah Ditinjau Dari Cara Melakuiyar)

Jarimah Positif, Jarimah Negatif

: Bab ini menjelaskan mengenai  Sanksi Hukum Bagi

Seseorang Yang Tidak Memberi Pertolongan Kepadan@ra
Yang Menghadapi Maut Dalam Kitab Undang-Undang Hhuku
Pidana (KUHP). Sejarah Kitab Undang Undang Hukudaka

di Indonesia, Keadaan seseorang yang perlu ditplong
Kemampuan sesorang dalam melakukan pertolongarksiSan
hukum bagi seseorang yang Tidak Memberi Pertolongan
Kepada Orang Yang Menghadapi Maut

: Bab ini berisi mengenai analisis, Hukumlal® Terhadap
Hukuman Bagi Seseorang Yang Tidak Memberi Pert@ong
Kepada Orang Yang Menghadapi Maut Sehingga
Mengakibatkan Kematian, Ketentuan hukum Islam tapa
hukuman bagi seseorang yang tidak membri pertolokgpada
orang yang menghadapi maut, Ketentuan hukum Istelhadap
sanksi bagi seseorang yang tidak membri pertolorkggrada
orang yang menghadapi maut sehingga mengakibatkan
kematian.

: Bab ini berisi tentang kesimpulan, saramasm dan penutup
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